
B U P A T I KAPUAS H U L U 

PROVINSI KALIMANTAN B A R A T 

PERATURAN B U P A T I KAPUAS H U L U 

NOMOR 107 TAHUN 2020 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN B E R U S A H A PADA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN T E R P A D U SATU PINTU 

K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPAT I KAPUAS H U L U , 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan 

sistem dan mekanisme penyelenggaraan 

pemerintahan yang terukur dan 

akuntabe l sesua i asas -asas u m u m 

penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik (good government) dan 

terpenuhinya hak -hak masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan publ ik 

secara maks imal , perlu di tetapkannya 

Standar Pelayanan; 

b. bahwa Standar Pelayanan Perizinan 

Be rusaha merupakan pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

peni laian kua l i tas pelayanan sebagai 

kewajiban penyelenggara pelayanan 

kepada masyarakat da lam rangka 
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mewujudkan pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau 

dan terukur; 

c. bahwa setiap Penyelenggara pelayanan 

publik wajib menyusun, menetapkan 

dan menerapkan Standar Pelayanan 

dengan memperhatikan kemampuan 

Penyelenggara, kebutuhan masyarakat 

dan kondisi l ingkungan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huru f a, 

huru f b, dan huru f c di atas, perlu 

menetapkan Peraturan Bupat i tentang 

Standar Pelayanan Perizinan Berusaha 

pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kapuas Hu lu ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I I D i 

Kal imantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2009 

tentang Pelayanan Publ ik (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i , 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 T a h u n 

2012 tentang Pe laksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 T a h u n 2009 tentang Pelayanan 

Publ ik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T a h u n 2012 Nomor 215, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 5357); 

6. Peraturan Presiden Nomor 76 T a h u n 2013 

tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik; 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 T a h u n 2014 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Sa tu P intu ; 
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi B i rokras i 

Nomor 15 T a h u n 2014 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan; 

9. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 138 

T a h u n 2017 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Sa tu P intu Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas H u l u 

Nomor 6 T a h u n 2016 tentang U r u s a n 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Kapuas H u l u ; 

1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas H u l u 

Nomor 7 T a h u n 2016 tentang Pembentukan 

dan S u s u n a n Perangkat Daerah 

sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i , 

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 

T a h u n 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas H u l u 

Nomor 7 T a h u n 2016 tentang Pembentukan 

dan S u s u n a n Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Bupat i Kapuas H u l u Nomor 57 

T a h u n 2016 tentang Kedudukan, S u s u n a n 

Organisasi , Tugas dan Fungs i , Ser ta Ta ta 

Kerja D inas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Sa tu P intu Kabupaten 

Kapuas H u l u ; 

13. Peraturan Bupa t i Nomor 1 T a h u n 2017 

tentang Pel impahan Kewenangan 

Penyelenggaraan Periz inan dan Non 

Periz inan dar i Bupa t i Kepada D inas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
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pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kapuas H u l u . 

4. Bupa t i adalah Bupa t i Kapuas H u l u . 

5. Sekretar is Daerah ada lah Sekretar is Daerah Kabupaten Kapuas 

H u l u . 

6. Organisasi Perangkat Daerah yang se lanjutnya disingkat OPD 

adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas H u l u . 

7. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas H u l u yang 

se lanjutnya disebut OPD Kabupaten Kapuas H u l u adalah 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, D inas Daerah, Lembaga 

Tekn is Daerah, Kecamatan dan Ke lurahan. 

8. D inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S a t u P intu yang 

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah D inas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu S a t u P intu Kabupaten Kapuas H u l u . 

9. Kepala D inas adalah Kepala D inas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Sa tu P intu Kabupaten Kapuas H u l u . 

10. Front Office adalah Petugas penyelenggara pelayanan yang 

bertugas memberikan informasi, pendaftaran, penerimaan dan 

penyerahan dokumen. 

11 . Back office adalah Petugas dar i D inas Penanaman Modal yang 

diberikan tugas u n t u k memproses se luruh periz inan berusaha 

yang sudah d inyatakan lengkap guna penerbitan sura t 

iz in/persetujuan terhadap permohonan yang d isampaikan oleh 

Pemohon. 

12. T i m Tekn is adalah kelompok kerja yang terdiri dar i u n s u r - u n s u r 

organisasi perangkat daerah terkait yang bertugas me laksanakan 

pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis dan memberikan 

rekomendasi a tau pertimbangan kepada Kepala D inas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S a t u P intu Kabupaten 

Kapuas Hu lu . 
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13. Masyarakat adalah se luruh pihak, baik warga negara maupun 

penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun 

badan h u k u m yang berkedudukan sebagai penerima manfaat 

pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

14. Standar Pelayanan yang selanjutnya disebut S P adalah pedoman 

atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan 

fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan 

indikator-indikator teknis administrasi dan prosedural sesuai 

dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada uni t 

organisasi yang bersangkutan. 

15. Pelayanan Terpadu Sa tu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP 

adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan berusaha secara 

terintegrasi dalam satu kesatuan proses mula i dari tahap 

permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk 

pelayanan melalui satu pintu. 

16. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme 

yang ha rus di ikuti oleh se luruh uni t organisasi un tuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan. 

17. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan 

administratif yang diperlukan un tuk mendapatkan pelayanan 

sesuai dengan jen is pelayanannya. 

18. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi 

keseluruhan r inc ian kewajiban dan jan j i yang terdapat dalam 

Standar Pelayanan. 

19. Kegiatan adalah penjabaran dari fungsi dan r incian tugas untuk 

mencapai has i l kerja yang telah ditentukan dalam Standar 

Operasional Prosedur. 

20. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada 

Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau 

kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang 
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dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan 

persyaratan dan/atau komitmen. 

2 1 . Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online 

Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah 

perizinan u s a h a yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan 

atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, a tau 

bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik 

yang terintegrasi. 

22. SiCANTIK adalah singkatan dar i Aplikasi Cerdas Layanan 

Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud yang 

digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis. 

23 . Iz in tetangga atau lingkungan adalah pernyataan tidak 

berkeberatan dari pemilik tanah atau bangunan yang berbatasan 

langsung maupun tidak langsung dengan lokasi u saha dan j a l an 

masuk atau keluar un tuk kepentingan kegiatan yang dimohon 

dengan radius sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat S S R D 

adalah bukt i pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 

d i lakukan dengan menggunakan formulir a tau telah d i lakukan 

dengan cara la in ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

25. Sura t Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

S K R D adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 

besarnya j um lah pokok retribusi yang terhutang. 

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat S T R D 

adalah surat un tuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanks i 

administratif berupa bunga dan /atau denda. 

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan un tuk mencari, 

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan la innya 

dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 



28. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang d i l akukan u n t u k 

meni la i kelengkapan pengisian sura t pemberitahuan a tau 

permohonan dan lampiran- lampirannya termasuk peni laian 

tentang kebenaran penul isan dan perhitungannya. 

29. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dar i masyarakat 

mengenai adanya ke luhan da lam rangka penyelenggaraan 

pelayanan periz inan dan non periz inan. 

30. B a d a n U s a h a adalah sua tu bentuk u s a h a yang meliputi mi l ik 

negara perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

la innya, badan u s a h a mi l ik negara a tau daerah dengan n a m a dan 

bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, f irma, kongsi, 

koperasi a tau organisasi yang sejenis, lembaga dana pens iun, 

bentuk u s a h a tetap serta bentuk badan u s a h a la innya. 

B A B U 

MAKSUD DAN T U J U A N 

Bag ian Kesatu 

Maksud 

Pasa l 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupat i in i sebagai pedoman bagi 

se luruh aparatur pada DPMPTSP da lam me laksanakan 

kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsinya u n t u k 

mewujudkan pelayanan periz inan yang berkual i tas, t e rukur dan 

memberikan kepast ian kepada masyarakat se laku penerima layanan. 

Bagian Kedua 

Tu juan 

Pasa l 3 

Tu juan Standar Pelayanan periz inan berusaha agar terselenggaranya 

pelayanan periz inan berusaha yang t ransparan, akuntabel , 

partisipatif, efisien, efektif dan professional. 



B A B I I I 

PRINSIP PELAYANAN 

Pasa l 4 

Da lam penyelenggaraan pelayanan, penyelenggara menerapkan 

prinsip-prinsip: 

a. kesederhanaan dalam prosedur pelayanan yang mudah dipahami, 

dimengerti dan t idak berbelit-belit; 

b. kepast ian dalam persyaratan, prosedur, biaya, wak tu dan pejabat 

yang memberikan pelayanan; 

c. a k u r a s i ya i tu produk layanan diterima dengan benar, tepat dan 

sah ; 

d. keamanan ya i tu proses pelayanan memberikan r a s a aman dan 

adanya kepast ian h u k u m ; 

e. tanggung j awab ya i tu pejabat yang memberikan pelayanan 

bertanggung j awab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pe laksanaan layanan 

sesuai kewenangannya; 

f. kelengkapan sa rana dan prasarana pelayanan ya i tu tersedianya 

sa rana pelayanan dan pendukung la innya yang memadai; 

g. kemudahan akses pelayanan ya i tu tempat dan lokasi sa rana 

pelayanan mudah di jangkau oleh masyarakat ; 

h . kedisipl inan, kesopanan, dan keramahan ya i tu pemberi pelayanan 

h a r u s bersikap disipl in, sopan san tun dan ramah serta 

memberikan pelayanan dengan sepenuh hat i ; dan 

i. kenyamanan ya i tu l ingkungan pelayanan yang tertib, teratur, 

dengan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi , tempat park i r 

yang memadai dan l ingkungan yang sehat serta dilengkapi dengan 

fasil itas pendukung pelayanan. 
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B A B IV 

RUANG L INGKUP DAN J E N I S PERIZINAN 

Bag ian Kesatu 

Ruang L ingkup 

Pasa l 5 

(1) J e n i s Pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP meliputi: 

a. pelayanan periz inan berusaha; 

b. pelayanan konsul tas i ; dan 

c. pelayanan pengaduan. 

(2) S tandar pelayanan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a , 

h u r u f b, dan h u r u f c tercantum da lam Lampiran yang merupakan 

bagian tak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i in i . 

(3) Ruang L ingkup Standar Pelayanan Periz inan B e r u s a h a meliputi: 

a . pendaftaran periz inan baru ; 

b. perubahan periz inan; 

c. pencabutan. 

(4) Pendaftaran a tau Pemberian iz in baru sebagaimana d imaksud 

pada ayat (3) h u r u f a , merupakan pemberian legal aspek bagi 

sua tu kegiatan u s a h a baru yang belum memil iki periz inan dar i 

Pemerintah Daerah. 

(5) Perubahan periz inan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h u r u f 

b, merupakan pemberian legal aspek bagi sua tu kegiatan yang 

sudah mempunyai perizinan akibat adanya sua tu perubahan baik 

kepemil ikan, perubahan alamat tempat maupun bidang usaha . 

(6) Pencabutan periz inan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h u r u f 

h , merupakan pencabutan legal aspek periz inan yang d ike luarkan 

Pemerintah Daerah d iak ibatkan adanya sesuatu h a l yang 

bertentangan dengan perizinan yang telah d ike luarkan. 
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Bagian Kedua 

J e n i s Periz inan 

Pasa l 6 

J e n i s periz inan berusaha yang penyelenggaraannya d i l akukan oleh 

DPMPTSP terdiri dari : 

a . Iz in U s a h a J a s a Konst ruks i ; 

b. I z in Peil Banj i r ; 

c. Iz in Mendir ikan Bangunan ; 

d. Iz in Rencana Fungs i dan Pemanfaatan R u s u n ; 

e. I z in Pengubahan Rencana Fungs i dan Pemanfaatan R u s u n ; 

f. Pengesahan Pertelaan; 

g. Sertif ikat Hak Mil ik R u m a h S u s u n (HMRS) a/n Developer; 

h . Sertif ikat Hak Milik Sa tuan R u m a h S u s u n (HMSRS) a/n 

pembeli; 

i . I z in U s a h a Industr i ; 

j . I z in Per luasan U s a h a Industr i ; 

k. Iz in U s a h a Kawasan Industr i ; 

1. I z in Per luasan U s a h a Kawasan Industr i ; 

m. Tanda Daftar Industr i ; 

n . Rekomendasi Iz in U s a h a Industr i ; 

o. Iz in Reklame; 

p. Iz in U s a h a Bengkel U m u m Kendaraan Bermotor; 

q. Iz in Penyelenggaraan Angkutan Orang; 

r. Iz in Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan; 

s. Iz in U s a h a Angkutan Sungai dan Danau ; 

t. Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan D a n a u 

L in tas Antar Provinsi dan/atau Antar Negara; 

u . Persetujuan Pengoperasian Kapa l Angkutan Penyeberangan; 

v. Persetujuan Has i l Anal is is Dampak L a l u L intas ; 

w. I z in Pe labuhan U m u m ; 

x . Penetapan Termina l K h u s u s yang Te rbuka bagi Perdagangan 

L u a r Negeri; 
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y. Iz in Mendir ikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat 

Helikopter; 

z. Iz in Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh 

Masyarakat ; 

aa . Iz in Pendir ian Program a tau Sa tuan Pendidikan; 

bb. Iz in Penambahan dan Perubahan Program Keahl ian pada 

SMK; 

cc. Iz in Operasional Sa tuan Pendidikan Kerja S a m a (SPK); 

dd. Iz in Penyelenggaraan Sa tuan Pendidikan Nonformal; 

ee. Iz in Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal 

Asing; 

ff. Tanda Pemberian Pembuatan F i lm ; 

gg. Tanda Daftar U s a h a Perfi lman; 

h h . Serti f ikat Produksi Industr i Fa rmas i ; 

i i . Sertif ikat Produksi Industr i Fa rmas i B a h a n Obat; 

j j . Serti f ikat Dis t r ibus i Pedagang Besar Fa rmas i ; 

kk . Sertif ikat Distr ibus i Cabang Pedagang Besar Fa rmas i ; 

11. Serti f ikat Produksi Industr i Obat Tradis ional/Industr i 

E k s t r a k B a h a n A lam ( IEBA) ; 

mm. Serti f ikat Produksi U s a h a Keci l dan Mikro Obat Tradis ional ; 

n n . Serti f ikat Produksi Pangan Indust r i R u m a h Tangga; 

oo. Sertif ikat Higiene San i tas i Pangan (Laik Sehat); 

pp. Serti f ikat Produksi Kosmetika; 

qq. Iz in Perusahaan R u m a h Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan 

PKRT ; 

rr . I z in Cabang Dis tr ibus i Alat Kesehatan; 

s s . I z in Toko Alat Kesehatan; 

tt. I z in E d a r Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik I n Vitro 

dan Perbekalan Kesehatan R u m a h Tangga; 

u u . Sertif ikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT ; 

w . Sertif ikat Distr ibus i Alat Kesehatan; 

ww, Sertif ikat C a r a Pembuatan Alat Kesehatan yang B a i k 

(CPAKB) ; 

x x . Serti f ikat C a r a Pembuatan P K R T yang B a i k (CPPKRTB) ; 
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yy. Serti f ikat C a r a Dis t r ibus i Alat Kesehatan yang B a i k 

(CDAKB) ; 

zz. Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmas i ; 

aaa . Iz in Mendir ikan R u m a h Sak i t ; 

bbb. Iz in Operasional R u m a h Sak i t ; 

ccc. Iz in Operasional K l in ik ; 

ddd. Iz in Operasional Puskesmas; 

eee. Iz in Ins t i tus i Pengujian Fas i l i tas Kesehatan; 

fff. I z in Operasional Laboratorium K l in ik U m u m dan K h u s u s ; 

ggg. Iz in Operasional Laboratorium Pengolahan Se l Punca ; 

h h h . Iz in Operasional B a n k Ja r ingan dan/atau Sel Punca ; 

i i i . I z in Apotek; 

jyj. Iz in Toko Obat; 

k k k . Iz in Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan B inatang 

Pembawa Penyakit; 

111. Iz in Prakt ik Dokter; 

mmm. Iz in Prakt ik Dokter Spesial is ; 

n n n . Iz in Prakt ik Dokter Internsip; 

ooo. Iz in Penyelenggaraan Optikal ; 

ppp. Iz in B idan ; 

qqq. Iz in Perawat; 

rrr . Rekam Medis; 

sss . Ahl i Teknologi Laboratorium; 

ttt. Penata Anestesi; 

u u u . Iz in Anal is Kesehatan; 

v w . Iz in Fisioterapis; 

www. Iz in Apoteker; 

x x x . Iz in Perawat Gigi; 

yyy. Iz in Radiografer; 

zzz. Iz in Refraksionis Optisien; 

aaaa . I z in Tenaga Giz i ; 

bbbb. Iz in Tenaga San i tar ian ; 

cccc. Iz in Tenaga Tekn is Kefarmasian; 

dddd. Iz in U s a h a Perdagangan; 
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eeee. Tanda Pendaftaran Agen a tau Distributor Ba rang 

dan/atau J a s a ; 

ffff. Tanda Daftar Gudang; 

gggg. Sura t Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol 

Golongan A; 

h h h h . Sura t Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat 

MB Gol A; 

i i i i . T anda Daftar Pe laku U s a h a Distr ibus i Barang 

Kebutuhan Pokok (TDPUD-BAPOK) ; 

j j j j . Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, 

Konvensi dan a tau Seminar Dagang; 

k k k k . Sura t Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); 

1111. Iz in Koperasi S impan Pinjam; 

mmmm. Iz in U s a h a Mikro dan Keci l (UMK); 

n n n n . Iz in Pembukaan Kantor Cabang Koperasi S impan 

Pinjam; 

oooo. Iz in Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi 

S impan Pinjam; 

pppp. Iz in Pembukaan Kantor K a s Koperasi S impan Pinjam; 

qqqq. Tanda Daftar Par iwisata; 

r r r r . I z in Lokas i ; 

s sss . Iz in U s a h a Lembaga Penyalur Pekerja R u m a h Tangga; 

tttt. Iz in Lembaga Pelat ihan Kerja (LPK) ; 

u u u u . I z in Pemanfaatan Kawasan Silvo Pas tura pada Hutan 

Produksi dan Hutan L indung ( IUPK S ILVOPASTURA) ; 

w w . Iz in Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Hutan 

Produksi dan Hutan L indung ( IUPK S I L V O F I S H E R Y ) ; 

wwww. Iz in Pemanfaatan Has i l Hu tan B u k a n K a y u ( IUPHHBK) 

pada Hutan Produksi ; 

x x x x . Iz in Pemungutan Has i l Hu tan K a y u pada Hutan 

Produksi ; 

yyyy. Iz in Pemanfaatan J a s a L ingkungan pada Hutan 

Produksi dan Hutan L indung; 
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zzzz. S u r a t Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan L ingkungan Hidup (SPPL); 

aaaaa. Iz in Pengelolaan L imbah B a h a n Berbahaya dan 

Beracun (L imbah B3) u n t u k J a s a ; 

bbbbb. Iz in Pengelolaan L imbah B a h a n Berbahaya dan 

Be racun (L imbah B3) u n t u k Penghasil; 

ccccc. I z in Pembuangan Air L imbah; 

ddddd. I z in L ingkungan; 

eeeee. Iz in U s a h a Perkebunan; 

fffff. Iz in U s a h a Tanaman Pangan; 

ggggg. Iz in U s a h a Hort ikul tura; 

h h h h h . Iz in U s a h a Peternakan; 

i i i i i . Pendaftaran U s a h a Peternakan; 

j j j j j . Pendaftaran U s a h a Tanaman Pangan; 

k k k k k . Pendaftaran U s a h a Bud idaya Hort ikul tura; 

11111. Iz in K l in ik Hewan; 

mmmmm. Iz in Prakt ik Dokter Hewan; 

n n n n n . Iz in Penjualan Obat Hewan; 

ooooo. Iz in R u m a h Potong Hewan; 

ppppp. Sura t Iz in U s a h a Per ikanan (SIUP); 

qqqqq. Tanda Daftar Kapa l Per ikanan u n t u k Nelayan Keci l ; 

r r r r r . Su ra t Iz in Penangkapan I k a n (SIPI); 

s s sss . S u r a t Iz in Kapa l Pengangkut I k a n (SIKPI) ; 

ttttt. Tanda Daftar bagi Pembudidaya I k a n Keci l ; dan 

u u u u u . Tanda Daftar U s a h a Pengolahan Has i l Per ikanan. 

B A B V 

P R O S E D U R PERIZINAN 

Bagian Kesatu 

Standar Pelayanan 

Pasal 7 

(1) Komponen Standar Pelayanan meliputi: 

a. dasar h u k u m ; 
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b. persyaratan; 

c. s istem, mekanisme, dan prosedur; 

d. j angka w a k t u pelayanan; 

e. biaya/tarif; 

f. produk pelayanan; 

g. penanganan pengaduan, sa ran dan m a s u k a n ; 

h . s a rana dan prasarana/fasi l i tas; dan 

i . kompetensi pe laksana; 

j . pengawasan internal ; 

k. j u m l a h pe laksana; 

1. j a m i n a n pelayanan; 

m. j a m i n a n keamanan dan keselamatan pelayanan; 

n . evaluasi k iner ja pelayanan. 

(2) DPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan memproses periz inan 

apabi la se luruh persyaratannya terpenuhi a tau d inyatakan 

lengkap sesuai dengan Standar Pelayanan Periz inan yang d imula i 

dar i pengajuan permohonan a tau pendaftaran sampai dengan 

terbitnya dokumen/berlaku efektifnya iz in. 

(3) S e lu ruh penerbitan dan pendaftaran periz inan wajib 

menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) . 

(4) Setiap periz inan yang mengharuskan adanya persyaratan teknis 

tertentu dar i Perangkat Daerah teknis dalam bentuk rekomendasi, 

ka j ian teknis, pengesahan a tau bentuk la in yang sejenis h a r u s 

dipenuhi terlebih dahu lu sebelum dokumen perizinan diproses. 

(5) Persyaratan teknis tertentu yang d ike luarkan oleh Perangkat 

Daerah terkait sebagaimana d imaksud pada ayat (4) merupakan 

kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah yang 

bersangkutan. 

(6) Da lam rangka membangun koordinasi dan mensinergiskan antara 

DPMPTSP dengan OPD teknis , dibentuk T i m Tekn is yang 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
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(7) Perizinan yang mempersyaratkan adanya biaya retribusi atau 

sejenisnya berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang 

berlaku, maka kewenangan perhitungan dan pemungutannya 

d i lakukan oleh OPD teknis a tau melalui petugas teknisnya yang 

ada di DPMPTSP. 

(8) Buk t i setoran Retribusi yang diterbitkan oleh OPD teknis setelah 

d i lakukan penyetoran oleh Pemohon/Pelaku Usaha, akan menjadi 

sa lah satu persyaratan dalam dokumen perizinan yang 

bersangkutan. 

Bagian Kedua 

Persyaratan Pelayanan 

Pasal 8 

(1) Persyaratan pelayanan merupakan persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat i 

in i . 

(2) Sa lah sa tu persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), yai tu berupa rekomendasi atau pertimbangan teknis 

perizinan atau dokumen sejenis la innya sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku dari OPD terkait. 

(3) Rekomendasi a tau pertimbangan teknis a tau dokumen sejenis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis 

kepada Kepala Dinas. 

Bagian Ketiga 

Sarana dan Prasarana Pelayanan 

Pasal 9 

(1) Sa rana dan prasarana pelayanan merupakan peralatan yang 

mendukung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 

di Kabupaten Kapuas Hu lu . 
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(2) S a r a n a dan prasarana/fasi l i tas yang disediakan oleh DPMPTSP 

terdiri dar i : 

a. s istem informasi pelayanan; 

b. peralatan kantor (seperangkat komputer, scan , printer, Wi F i , 

CCTV , televisi, k ipas angin/AC; 

c. a lat tu l is kantor; 

d. ruang tunggu; 

e. toilet; 

f. tempat bermain anak; 

g. tempat ibu menyusui ; 

h . s a rana disabil itas; 

i . kotak pengaduan; 

j . nomor antr ian; 

k. kotak saran ; 

1. papan identitas pe laksana; 

m. tempat parkir ; dan 

n . media informasi pelayanan. 

Bag ian Keempat 

Kompetensi Petugas Pelayanan Periz inan 

Pasa l 10 

(1) Petugas pe laksana pelayanan adalah ASN yang memil iki 

kompetensi dihidang periz inan yang d i tunjuk berdasarkan 

Keputusan Kepala D inas . 

(2) Petugas pelayanan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdiri 

dari : 

a . petugas front office (FO) mempunyai kual i f ikas i : 

1. mempunyai kemampuan komunikas i yang baik; 

2. memahami prosedur dan proses adminis tras i periz inan; 

3. menguasai komputer; 

4. memahami sistem dan ap l ikas i periz inan; 

5. bersikap ramah, sopan dan profesional; dan 
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6. pernah mengikuti pelat ihan ap l ikas i perizinan; 

b. petugas back office (BO), mempunyai kual i f ikas i : 

1. memahami s istem dan prosedur periz inan; 

2. menguasai komputer dan teknologi informasi; 

3. mampu mengoperasikan apl ikas i periz inan dengan baik; dan 

4. pernah mengikuti diklat a tau pelatihan apl ikas i periz inan; 

c. petugas Pengaduan, mempunyai kual i f ikas i : 

1. menguasai teknologi informasi; 

2. memahami prosedur dan proses adminis tras i periz inan; 

3. bersikap ramah, sopan dan profesional; dan 

4. mampu berkomunikas i dengan baik. 

(1) Petugas pengaduan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 10 ayat 

(2) h u r u f c, mempunyai tugas menerima pengaduan dar i 

masyarakat/pe laku u s a h a yang terkait dengan pelayanan. 

(2) Un tuk me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

Petugas pengaduan mempunyai fungsi: 

a . penerimaan pengaduan; 

b. pemeriksaan pengaduan; 

c. penyusunan rekomendasi t indak lanjut pemeriksaan 

pengaduan. 

Bagian Ke l ima 

Petugas Pengaduan 

Pasa l 11 
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Bagian Keenam 

T i m Tekn is 

Pasa l 12 

(1) T i m Tekn is adalah Petugas teknis yang beranggotakan 

pejabat/pelaksana teknis dar i setiap OPD terkait yang d i tunjuk 

berdasarkan Keputusan Bupat i ; 

(2) T i m teknis mempunyai tugas me lakukan verif ikasi administras i 

dan veri f ikasi faktual di lapangan terhadap informasi dar i 

pemohon/pelaku u s a h a a tau masyarakat yang mengajukan 

permohonan iz in u s a h a a tau kegiatan sesuai dengan norma, 

standar, prosedur dan ketentuan yang ber laku pada masing-

masing OPD terkait; 

(3) Has i l dar i veri f ikasi t im sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

d i tuangkan dalam bentuk Pertimbangan/Rekomendasi Tekn is 

yang d isampaikan kepada Kepala D inas sebagai dasar u n t u k 

me lakukan proses lebih lanjut. 

B A B V I 

MONITORING, E V A L U A S I DAN PELAPORAN 

Bag ian Kesa tu 

Monitoring 

Pasa l 17 

(1) Pe laksanaan monitoring penyelenggaraan perizinan terpadu 

d i l aksanakan oleh Bupa t i mela lui OPD teknis terkait. 

(2) Monitoring sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan 

secara ru t in sesua i dengan program ker ja OPD teknis d imaksud 

a tau sewaktu-waktu sesua i dengan keperluan. 
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Bag ian Kedua 

Eva luas i 

Pasa l 18 

(1) E v a l u a s i penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 

d i l aksanakan oleh Bupa t i melalui pejabat yang d i tunjuk baik 

secara ru t in maupun sewaktu-waktu sesua i kebutuhan. 

(2) Eva luas i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan terhadap: 

a . k iner ja pelayanan; 

b. operasional; 

c. rencana penyelenggaraan pelayanan; 

d. kepuasan pelanggan. 

Bag ian Ketiga 

Pelaporan 

Pasa l 19 

(1) Pelaporan penyelenggaraan periz inan berusaha d i l akukan setiap 3 

(tiga) bu lan sekal i da lam t ahun berjalan. 

(2) Laporan dibuat oleh Kepala D inas u n t u k d isampaikan kepada: 

a . Gubernur Ka l imantan Bara t ; 

b. Bupat i ; 

c. D inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S a t u P intu 

Provinsi Ka l imantan Bara t ; 

(3) Format laporan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Da lam 

Negeri Nomor 138 T a h u n 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Sa tu P intu Daerah. 
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PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 20 

(1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang di lakukan 

oleh Bupat i melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Pengawasan teknis di lakukan secara berkala dan insidentil sesuai 

dengan kebutuhan. 

(3) Mekanisme pengawasan di lakukan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan 

di laksanakan pengawasan fungsional oleh Inspektorat. 

(5) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

di laksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. 

B A B VII I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Peraturan in i mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupat i in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu. 

Ditetapkan di Putussibau 

pada tanggal p Peswnter 2070 



LAMPIRAN 

PERATURAN B U P A T I KAPUAS H U L U 

NOMOR 107 TAHUN 2020 

TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN B E R U S A H A PADA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN T E R P A D U S A T U PINTU 

K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

A. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN B E R U S A H A M E L A L U I A P L I K A S I 

ONLINE S I N G L E SUBMISS ION (OSS) 

No. Kr*m nnn <=»n yJ i cLLcLL 1 

1 2 3 

1. Dasar H u k u m 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 

T a h u n 2018 tentang Pelayanan 

Periz inan B e r u s a h a Terintegrasi 

Secara Elektronik ; 

2. Peraturan Presiden Nomor 97 T a h u n 

2014 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu S a t u P intu ; 

3 Peraturan Mpntpri Dalam W^crfri 
\j. l t i n t u i c u i ivxc/±ALd± J—/Clia.1 i i m t - g c i i 

Nomor 138 T a h u n 2017 tentang 

Pelayanan Terpadu S a t u P intu 

Daerah; 

4. Peraturan Bupa t i Nomor 1 T a h u n 

2017 tentang Pel impahan 

Kewenangan Penyelenggaraan 

Periz inan dan Non Periz inan dar i 

Bupa t i Kepada D inas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu S a t u 

P intu Kabupaten Kapuas H u l u 

sebagaimana telah d iubah beberapa 

ka l i , terakhir dengan 
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1 2 3 

Peraturan Bupa t i Kapuas H u l u 

Nomor 58 T a h u n 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupat i Nomor 1 T a h u n 2017 tentang 

Pel impahan Kewenangan 

Penyelenggaraan Periz inan dan Non 

Periz inan dar i Bupa t i Kepada D inas 

Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Sa tu P intu Kabupaten 

Kapuas H u l u . 

2. Persyaratan 1. Fotocopy Ka r tu Tanda Penduduk 

(KTP) Elektronik; 

2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP); 

3. Memil iki email ; 

4. Iz in Lokas i (Bukt i Kepemil ikan 

Tanah/Sewa) ; 

5. Iz in L ingkungan (SPPL, U K L / U P L , 

AMDAL); 

6. Fotocopy Iz in Mendir ikan Bangunan 

(IMB) (untuk kantor a tau tempat 

usaha ) ; 

7. Fotocopy Ak ta Pendirian Perusahaan 

(Badan Hukum) ; 

8. Printout Nomor Induk B e r u s a h a 

(NIB), Notifikasi dan Iz in U s a h a yang 

sudah terdaftar di lembaga O S S ; 

9. Rekomendasi Tekn is dar i D inas 

Terkait . 
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1 2 3 

3. Sistem, 

mekanisme 

dan prosedur 

1. Pemohon menyerahkan 

komitmen/persyaratan lengkap 

kepada Front Office (FO); 

2. Front Office merima dan memeriksa 

berkas administrasi dar i pemohon; 

3. Front Office, membuat surat 

permintaan pertimbangan 

teknis/rekomendasi; 

4. Rekomendasi/pertimbangan teknis 

beserta berkas lengkapnya 

diserahkan kepada Back Office (BO) 

untuk diproses; 

5. B a c k Office memproses dokumen 

izin. 

4. Jangka waktu 

penyelesaian 

3 (tiga) sampai 5 (lima) har i kerja sejak 

diterimanya rekomendasi/pertimbangan 

teknis. 

5. Biaya/tari f Tidak dikenakan biaya (GRATIS). 

6. Produk pelayanan Pengefektifan Perizinan berusaha 

melalui apl ikas i OSS . 

7. Sarana, 

prasarana 

dan/atau fasilitas 

Tempat parkir, j a lu r disabilitas, ruang 

tunggu, CCTV, TV, komputer, jar ingan 

internet, kipas angin/AC, toilet, media 

informasi, media pengaduan. 

8. Kompetensi 

pelaksana 

Pelaksana sudah dibekali dengan 

bimbingan-bimbingan teknis tentang 

perizinan. 
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1 2 3 

9. Pengawasan 

internal 

Pe laksanaan pengawasan internal 

secara berjenjang hingga ditingkat 

pengawasan oleh Kepala D inas (waskat). 

10. Penanganan 

Pengaduan 

Sesua i standar pelayanan pengaduan. 

1 1 . J u m l a h Pe laksana 2 (dua) orang. 

12. J a m i n a n 

Pelayanan 

Sesua i mak lumat pelayanan. 

13. J a m i n a n 

Keamanan 

Pelayanan d i l akukan dalam suasana 

yang aman dan nyaman. 

14. Eva luas i Kiner ja 

Pe laksana 

Pe laksanaan evaluasi k iner ja 

d i l akukan secara ru t in dan berkala. 
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B . STANDAR PELAYANAN PERIZINAN M E L A L U I APL IKAS I S iCANTIK 

No. Kom nnn f*r\ T T T * C I ion 

1 2 3 

1 L/UOCU 11UA.UIU 1. KJ l l U d l l g KJ HUc l l l g i i U l l l U l OO 1 etil U l i 

2014 tentang Tenaga Kesehatan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 
rr\ i n/"\ 1 O i j i-» i 
T a h u n 2018 tentang Pelayanan 
ppri T i n i a n R # = * T * I I oa Vi o Tprmtporra ci rC l l ^ f l l l c l l l DC1 LlocLLlcL 1 C l l l l L C g l clol 

Secara Elektronik ; 

3. Peraturan Presiden Nomor 97 T a h u n 

2014 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu S a t u P intu ; 

4. Peraturan Menteri Da lam Negeri 

Nomor 138 T a h u n 2017 tentang 

Pelayanan Terpadu S a t u P in tu 

Daerah; 

5. Peraturan Bupa t i Nomor 1 T a h u n 

2017 tentang Pel impahan 

Kewenangan Penyelenggaraan 

Periz inan dan Non Periz inan dar i 

Bupa t i Kepada D inas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu S a t u 

P intu Kabupaten Kapuas H u l u 

sebagaimana telah d iubah beberapa 

ka l i , t e rakhir dengan Peraturan 

Bupat i Kapuas H u l u Nomor 58 T a h u n 

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupa t i Nomor 1 T a h u n 

2017 tentang Pel impahan 

Kewenangan Penyelenggaraan 

Periz inan dan Non Per iz inan 
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1 2 3 

dar i Bupa t i Kepada D inas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu S a t u 

P intu Kabupaten Kapuas H u l u . 

2. Persyaratan A. UMUM: 

1. Mengisi formulir permohonan; 

2. Fotocopy K T P E lekt ron ik 

pemohon; 

3. Fotocopy K a r t u NPWP; 

4. Iz in lokasi (bukti kepemil ikan 

tanah/sewa); 

5. Iz in l ingkungan (SPPL ,UKL/UPL ) ; 

6. Fotocopy IMB (khusus bangunan 

tempat usaha/kantor ) ; 

7 Akte Notaris IBadan H u k u m i ' 

8 Rekomendasi Tekn is dari OPD 
KJ. l \ v £ v V / i l l V / l l V A C l O J l X v I V i l I O V4.CLJ. A v / l l—J 

terkait; 

B . IZIN YANG DIKENAKAN BIAYA 

R E T R I B U S I : 

1. Mengisi formulir permohonan; 

2. Fotocopy K T P Elekt ron ik 

pemohon; 

3. Fotocopy K a r t u NPWP; 

4. B u k t i Setoran Retr ibusi (STS) . 

5. Rekomendasi Tekn is dar i OPD 

terkait; 
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1 2 3 

C. P E T U G A S K E S E H A T A N : 

1. Mengisi formulir permohonan; 

2. Fotocopy K T P Elektronik; 

3. Fotocopy ka r tu NPWP; 

4. Pas photo berwarna u k u r a n 4x6 

sebanyak 3 (tiga) lembar; 

5. Fotocopy I jazah; 

6. Sura t Keterangan Berbadan Sehat 

dari Dokter; 

7. Sura t Persetujuan dar i a tasan 

langsung; 

8. Sura t Pernyataan Memiliki tempat 

prakt ik (praktik mandiri ) 

9. Fotocopy Sura t Tanda Registrasi 

(STR); 

10. Rekomendasi dar i Organisasi 

Profesi' 

1 1 Rekfvmenria si Tekn is dari OPD 

teknis. 

3. Sistem, 1. Pemohon menyerahkan formulir 

mplff lni<!Ttip Han 
J . l l ^ J V C L l l l O l l i - W V l G l l i 

nprmnl innpir ) hp^prta Hnki impTi 
LJV*rJ. i l l U J L i w l I C U . I U U O v l UCL V J . V / I V U l l l C l 1 

n m Q A r 1 1 1 T~ yj i u o cu L U U C l O j C A I C l L C L J L l X\L 1 l g J V C l L / JVv^ L J C A v i C l 1 IKSfLL 

Office; 

2. Front Office memeriksa berkas 

permohonan dan memberikan tanda 

terima berkas; 

3. Back Office memproses perizinan; 

4. Penyerahan dokumen iz in oleh Front 

Office kepada Pemohon. 
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1 2 3 

4. J a n g k a wak tu 

Penyelesaian 

3 (tiga) sampai 5 (lima) har i ker ja sejak 

diter imanya rekomendasi/pertimbangan 

teknis. 

5. B i a ya tari f T idak d ikenakan biaya (GRATIS) . 

6. Produk pelayanan Dokumen Iz in. 

7. Sa rana , 

p rasarana 

/fasil itas 

Parkir , gedung, j a l u r disabil itas, ruang 

tunggu, K ipas Angin/AC, CCTV , TV, 

komputer, jar ingan internet, toilet, media 

informasi, media pengaduan. 

8. Kompetensi 

Pe laksana 

Pe laksana pelayanan sudah dibekali 

dengan bimbingan-bimbingan teknis 

tentang periz inan. 

9. Pengawasan 

internal 

Pe laksanaan pengawasan internal secara 

berjenjang hingga ditingkat pengawasan 

oleh Kepala Sa tuan Kerja (waskat). 

10. Penanganan 

Pengaduan 

T im penanganan pengaduan. 

11. J u m l a h Pe laksana 2 (dua) orang. 

12. J a m i n a n 

Pelayanan 

Sesua i mak lumat pelayanan. 

13. J a m i n a n 

Keamanan 

Lokas i dan tempat pelayanan a m a n dan 

nyaman. 

14. Eva luas i Kiner ja 

Pe laksana 

Pe laksanaan evaluasi k iner ja d i l akukan 

secara ru t in dan evaluasi t ahunan . 



C. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN 

No. Komponen Ura ian 

1 2 3 

1. Dasar H u k u m 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 

T a h u n 2018 tentang Pelayanan 

Periz inan B e r u s a h a Terintegrasi 

Secara Elektronik ; 

2. Peraturan Presiden Nomor 97 T a h u n 

2014 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Sa tu P in tu ; 

3. Peraturan Menteri Da lam Negeri 
W z - i - m z - v r ' 1 O Q T n V i n n O H 1 7 t a n ? Q f * n 

iNomor i o o l a n u n / u i / teniang 
r e iayanan i erpauu oatu n n t u 

Daerah; 

4. Peraturan Bupa t i Nomor 1 T a h u n 

2017 tentang Pel impahan 

Kewenangan Penyelenggaraan 

Periz inan dan Non Periz inan dar i 

Bupa t i Kepada D inas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu S a t u 

P intu Kabupaten Kapuas H u l u 

sebagaimana te lah d iubah beberapa 

ka l i terakhir dengan Peraturan B u p a t i 

K a p u a s H u l u Nomor 58 T a h u n 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupa t i Nomor 1 T a h u n 

2017 tentang Pel impahan 

Kewenangan Penyelenggaraan 

Per iz inan dan Non Periz inan dar i 

Bupa t i Kepada D inas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu S a t u 

P intu Kabupaten Kapuas H u l u . 
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1 2 3 

2. Persyaratan 1. Mengisi formulir Pengaduan; 

2. Identitas pemohon; 

3. Memiliki email/No. Telepon yang 

aktif. 

3. Sistem, 

mekanisme dan 

prosedur 

1. Masyarakat/pelaku usaha 

menyampaikan aduan melalui 

sa luran yang tersedia (kotak aduan, 

cal l center, email, website); 

2. Petugas pengaduan menerima dan 

mengidentifikasi aduan yang masuk; 

3. Petugas pengaduan memproses 

setiap aduan yang masuk; 

4. Petugas pengaduan menyampaikan 

tanggapan atau jawaban terhadap 

aduan kepada masyarakat. 

4. J a n g k a waktu 

Penyelesaian 

Maksimal 14 (empat belas) har i kerja. 

5. B iaya tarif Tidak dikenakan biaya (GRATIS). 

6. Produk pelayanan Tanggapan / Respon. 

7. Sarana , 

prasarana 

/fasilitas 

Kotak Aduan, cal l center, email, 

website, alat tul is, ruang tunggu, media 

informasi, media pengaduan. 

8. Kompetensi 

Pelaksana 

Pelaksana pelayanan sudah dibekali 

dengan bimbingan-bimbingan teknis 

tentang perizinan. 
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9. Pengawasan 

internal 

Pe laksanaan pengawasan internal 

secara berjenjang hingga ditingkat 

pengawasan oleh Kepala Sa tuan Kerja 

(waskat). 

10. Penanganan 

Pengaduan 

T i m penanganan pengaduan. 

11. J u m l a h Pe laksana 2 (dua) orang. 

12. J a m i n a n 

Pelayanan 

Sesua i mak lumat pelayanan. 

13. J a m i n a n 

Keamanan 

Rahas ia , keamanan pelapor/masyarakat 

terlindungi. 

14. Eva luas i Kiner ja 

Pe laksana 

Pe laksanaan evaluasi kiner ja d i l akukan 

secara ru t in dan evaluasi t ahunan . 
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D. STANDAR PELAYANAN KONSULTAS I 

No. Komponen Ura ian 

1 2 3 

1. Dasar H u k u m 1 Peraturan Pemer in tah Nnmnr 9 4 
v- . A *.lulWiCUl V V.1UVI i l lLCl i l i X \J Ali VJ 1 T 

T a h u n 2018 tentang Pelayanan 

Periz inan B e r u s a h a Terintegrasi 

Secara Elektronik ; 

2. Peraturan Presiden Nomor 97 T a h u n 

2014 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu S a t u P intu ; 

3. Peraturan Menteri Da lam Negeri 

iNomor i o o l a n u n z u i / tentang 

Pelayanan Terpadu S a t u P in tu 

Daerah; 

4. Peraturan Bupa t i Nomor 1 T a h u n 

2017 tentang Pel impahan 

Kewenangan Penyelenggaraan 

Periz inan dan Non Per iz inan dar i 

Bupa t i Kepada D inas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu S a t u 

P intu Kabupaten Kapuas H u l u 

sebagaimana telah d iubah beberapa 

ka l i terakhir dengan Peraturan Bupa t i 

Kapuas Hu lu Nomor 58 T a h u n 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupa t i Nomor 1 T a h u n 

2017 tentang Pe l impahan 

Kewenangan Penyelenggaraan 

Periz inan dan Non Periz inan dar i 

Bupa t i Kepada D inas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu S a t u 

P intu Kabupaten Kapuas H u l u . 

35 



1 2 3 

2. Persyaratan 1. Mengisi formul i r/Buku Tamu; 

2. Identitas pemohon; 

3. Memiliki email /No. Telepon yang aktif. 

3. Sistem, 

mekanisme dan 

prosedur 

1. Masyarakat/pelaku usaha datang ke 

DPMPTSP atau melalui sa luran yang 

tersedia (call center, email, website 

DPMPTSP); 

2. Petugas Pelayanan Konsultasi 

menerima dan melayani permintaan 

konsultasi ; 

3. Petugas Pelayanan Konsultasi 

menyampaikan jawaban atau 

penjelasan kepada masyarakat yang 

berkonsultasi. 

4. J a n g k a waktu 

Penyelesaian 
1 (satu) har i kerja. 

5. B iaya tariff T idak dikenakan biaya (GRATIS). 

6. Produk 

pelayanan 
Penjelasan/Tanggapan/Respon/jawaban. 

7. Sarana , 

prasarana 

/fasilitas 

Meja Konsultasi , cal l center, email, 

website, alat tul is, ruang tunggu, media 

informasi. 

8. Kompetensi 

Pelaksana 

Petugas sudah dibekali dengan 

pengetahuan tentang produk layanan 

DPMPTSP. 

9. Pengawasan 

internal 

Pelaksanaan pengawasan internal secara 

berjenjang hingga ditingkat pengawasan 

oleh Kepala Satuan Kerja (waskat). 
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10. Penanganan 

Pengaduan 

Petugas Pelayanan Konsul tas i . 

11. J u m l a h 

Pe laksana 

2 (dua) orang. 

12. J a m i n a n 

Pelayanan 

Sesua i mak lumat pelayanan. 

13. J a m i n a n 

Keamanan 

Rahas ia , keamanan pelaku 

usaha/masyarakat terlindungi. 

14. Eva luas i Kiner ja 

Pe laksana 

Pe laksanaan evaluasi k iner ja d i l akukan 

secara ru t in dan evaluasi tahunan. 
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